BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menjalani kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

selama 5 minggu di Apotek Kimia Farma Kebonsari sejak tanggal 3 Agustus

2022 hingga 5 November 2022 dapat disimpulkan bahwa selama kegiatan
PKPA calon Apoteker dapat:

1.

Mengetahui tugas dan tanggungjawab Apoteker dalam
pelayanan kefarmasian di apotek dan mampu berperan aktif
dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien.
Berkesempatan untuk melihat dan mempelajari kegiatan yang
dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi
komunitas di apotek baik dari segi manajerial maupun dari segi
pelayanan kefarmasian seperti pada bidang pembuatan,
pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian yang sesuai
standar.

Melaksanakan tugas, dan tanggung jawab profesi Apoteker
secara profesional, disiplin dan berwawasan luas dalam dunia
kerja terutama pada pelayanan kefarmasian dibidang apotek.
Mengaplikasikan ilmu teori yang didapat saat berada di bangku
perkuliahan secara praktis sesuai kondisi yang ada dilapangan
serta dapat mengembangkan diri secara terus-menerus
berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan
Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) serta menumbuhkan rasa
percaya diri dan membantu meningkatkan soft skill dalam

berinteraksi dan melayani pasien dengan baik dan benar.
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5.2 Saran
Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Kimia Farma
Kebonsari maka disarankan:

1. Penggalian informasi pada swamedikasi perlu ditingkatkan
agar obat yang didapatkan oleh pasien sesuai dengan kebutuhan
pasien

2. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi pada pasien
terutama pada pemberian informasi mengenai obat serta cara
penggunaanya Yyang baik dan benar sehingga dapat
meningkatkan kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat
serta mencapai efek terapi yang diharapkan

3. Bagi calon Apoteker diharapkan lebih banyak meningkatkan
pemahaman mengenai farmakologi dan indikasi masing-
masing obat serta mempelajari Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang ada di apotek sehingga dapat melaksanakan PKPA
dengan baik.
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